Lembaga Kebijakan
Pengadasn Barang/Jasa Pamerintah

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG

TIM PENYUSUNAN SEJARAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG /JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penelusuran, penilaian dan
verifikasi arsip, sejarah Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, maka dipandang perlu
membentuk Tim Penyusunan sejarah Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusunan
Sejarah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa
Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
4846);

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 5071);

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
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4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
314);

5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM
PENYUSUNAN SEJARAH LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Sejarah Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Kewenangan Tim sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Pencarian sumber informasi secara primer dan
sekunder;

b. Penentuan Konten Sejarah Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

c. Pengumpulan Data Sejarah Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

d. Pengolahan dan penyusunan data Sejarah Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

e. Pembuatan draf Sejarah Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

f.  Public Hearing;

g. Proses Editing;

h. Penyusunan Layout Draf Sejarah Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

i. Pencetakan Buku Sejarah Lembaga Kebijakan
Pengadaan barang/Jasa Pemerintah; dan

j. Launching Buku Sejarah Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
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KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim dapat
melakukan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dan
melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Utama
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA : Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU adalah terhitung sejak berlakunya Keputusan ini
sampai dengan berakhirnya kegiatan dimaksud.

KEEMPAT . Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran  (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2018

SEKRETARIS UTAMA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,
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SALUSRA WIDYA
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LAMPIRAN

NOMOR

TANGGAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS
UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENYUSUNAN
SEJARAH LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH.

8 TAHUN 2018
23 Januari 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN SEJARAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

No.

Kedudukan
dalam Tim

Nama

Penanggung
Jawab

Salusra Widya

Ketua

Dwi Wahyuni Kartianingsih

Anggota
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Ari Sulindra
Andi Susanto
Muhammad Sukron Arif
Resa Anggriani
Ikbal Amaludin
Siti Rohanah
Makkiyah Farizqi
Indra Lesmana
Ajeng Widi Hapsari
. Ardian Hoppin Sitompul
. Taufan Juli Pramono
. M. Adjie Dwihapsoro
. Enggar Teguh Apriyanto
. Agung Basuki
. Nadilla Jati Paramita
. Hari Setyawan
. Joko Supriyanto
. Siti Noor Lailah

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/ JASA PEMERINTAH,
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SALUSRA WIDYA
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